
BUPATI PINRANG 
PROVINS! SULAWESI SEI.J\TAN 

PERATURAN BUPAil PfNRANG 
NOMOR ')!) TAHUN 2023 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANfSASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL 

DENOAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANO, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa Kedudukan, Susunan Organiaasi, Togas dan 
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial telah ditetapkan 
dengan Peratumn Bupati Pinrang Nornor 53 tent.ang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas clan F'ungsi 
Scrta Ta.ta Kerja Dinas Sosial; 

b. bahwa Pcraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam 
hurur a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
dinamika pcnyelenggaraan pcmerintahan daerah serta 
pcrkembangan pcraturan perundang-undangan dan 
kebutuhan penyelcnggaraan tugas dan fungsi Dinas 
Sosial, schingga pcr\u diganti; 

c. bahwa ben:la.sarka.n pcrtimbangan sebagaimana 
dunakaud dala.m huruf a dan huruf b, pcrlu 
mcnetapkan Pcraturan Bupati tentang Keduduka.n, 
Susunan Organisasi, Togas dan F'ungsi scrta Tata 
Kerja Dinas Soaial; 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Da.erah-da.erah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Ta.mba.han Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pernbentukan Pcraturan Pcrundang-undangan 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaunana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Pcrubahan Kedua. Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang 
Pcmbentuka.n Pcraturan Pcrundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 2022 
Nomor 143, Ta.mbahan Lemba.ran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor6801); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Apa.ratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia iahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negani. Republik Indonesia Nomor 5494); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan L.embaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tenta.ng 
Administmsi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pen8,gilnti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indoneera Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembe.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 
seba.gaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Ataa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tamba.han 
Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerin1.ah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tamba.han 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peruba.han 
etae Pera tu ran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 
Nomor 6477); 

8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan 
Rdormasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Sistem Kerja pada lnstansi Pemerintah untuk 
Penyederhanaan Birokrasi (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181 ); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Oaerah (Lembamn Daerah Kabupaten 
Pin=g Tahun 2020 Nomo, 6). t 

. 2 . 
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MEMUTUSKAN : 

Menctapkan PERATURAN BUPA11 TENTANO 
SUSUNAN ORGAN/SAS!, TI.JOAS DAN 
TATA KERJA DINAS SOSIAL-. 

KEDUDUKAN, 
FUNOSI SERTA 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Paull 
Da1am Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
l. Daerah adalah Kabupaten Pmrang. 
2. Bupati adalah Bupati Pinrang. 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekrctaris Dacrah Kabupaten Pinrang 
4. Peraturan Bupati arlalah Peraturan Bupati Pinrang 
5. Dinas adalah Dmae Sosial Kabupaten Pinrang 
6. Kepela Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pinrang 
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah 

pejabat yang mempunyw kewenangan menetapkan pcngangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pcmbinaan 
manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan 
peraturan pcrundang-undangan. 

8. Pejabe.t Pembina Kepegawa18..rt yang se\anjutnya disingkat PPK adalah 
Bupati Pinrang. 

9. Aparatur Sipil Negara. adalah istilah kelompok profesi bagi pcgawai­ 
pegawai yang bekerja pada Instansi Pemerintah bwK di nngkat Pusat 
maupun Oaerah. 

10. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejaba.t 
yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

11. Kelompok Jabatan FungsionaJ adalah kelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugae berkllitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdaaarkan pada keahlian dan keteramptlan tertentu. 

12. Tu gas adala.h lkhtisar dari keseluruhan tugas jab.a.tan. 
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dati tugas. 
14. Uraian tugas adaJah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan 

yang merupakan upaya pokok yang d!lakukan pemegangjabat.an. 

BAB II 
KEDUDUKAN 

Pa,a! 2 
Dinae eebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, dipimpin oleh Kepala 
Dinas yang berada di ba.wah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalut 
Sekretaris Daerah. 

BAB Ill 
SUSUNAN ORGANISASI 

.. .., 3 
(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas: 

a. Kepala Dinas; 

1 
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b. Sekretariat Dinas terdiri ataa : 
I. Subbagian Program dan Keuangan; dan 
2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum. 

e. Bidang Rehabllitaai Sosial; 
d. Bidang Pemberdayaan Soaial; 
e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan 
r. Kelompok Jabatan Fungaional dan Pelaksana. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinaa sebagaimana dimaksud pada ayat (11 
terce.ntum dalam lampiran yang merupakan bagian lidak terpiaahkan dari Peraturan Bupati mi. 

BABIV 
TUOAS, FUNOSJ DAN URAIAN TUOAS 

Bagian Kesatu 
Kepa]a Dinas 

Pa,al 4 
(I) Kepala Dinas mempunyai lugas membantu Bupati menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan dan 
tugas pembantuan yang di&erahkan oleh Bupati kepadanya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas eebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala Dinas menyclenggarakan rungsi: 
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Sosial; 
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Sosial; 
c. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan 

pemerintahan Bidang Sosial; 
d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan 
e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan eesuai 

dengan tugas dan fungsinya 
(3) Uraian Togas Kepala Dmas sebagaimana dimaksud pada ayat (!) mehputi: 

a. mcnyusun rcncana kegiatan dinas &ebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas; 

b mendistribusikan dan membcri petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Din.as untuk mengetahui perkemba.ngan pelaksa.naan tugaa; 
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 
e mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. merumuskan dan menctapkan Rcncana Strategis, Rcncana Kcrja 

dan Rencana Kcrja Anggaran Dinas; 
g. merumuskan kebijakan tcknia di Bklang Soaia!; 
h. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mcngetahui perkcmba.ngan pelaksanaan tu gas; 
i. mengoordinir Penyclcnggaraan Survey Kepuasan Masyarakat dalam 

lingkup Dinas; 
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m. membina pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam 
lingkup Dmas; 

n. mengoordinir penyusunan Laporan Kinerja lnatansi Pemerintah 
Dinas; 

o. melakukan pembinaan terhadap penyusunan Standar Operasional 
Proscdur dalam lingkup Dinas; 

p. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian 
dan evalua81 kebijakan teknis di Bidang Sosial; 

q. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelcnggaraan keb1jakan teknis di Bidang Rehabilitasi Sosial, 
Pembinaan Pendidikan Oasar, Pembcrdayaan Sosial dan 
Perlindungan dan Jaminan Sosial; 

r. menyelenggaraka.n koordinasi dan konsultasi dengan lembap 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urueen Pemerintahan bidang Sosial; 

s. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
membcrikan saran pertimbangan kepada Ata.san aebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

u. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang dipcrintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pasal 5 
(I) Sekretariat dipimpm oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu 

Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan 
pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, 
umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkup Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sekretaris menye!enggarakan fungsi : 
a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup Dinas; 
b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan da!am lingkup 

Dinas; 
e. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum dalam 

lingkup Dmas; 
d. pengoordinasian pengelolaan administrasi kcuangan dalam lingkup 

Dinas; dan 
e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan olch pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsmya. 
(3) Ura.ian Tugaa Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mehputi : 

a. menyuaun rencana kcgiatan dinas sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. mcndistribusikan dan mcmberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. mcmantau, mengewaei dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengctahui perkcmbangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, mcmaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. mcmbantu Kcpala Oinas merumuskan dan menetapkan Rencana 

Stratcgia, Rcncana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Dinas; 
g. mcla.ksanakan Survey Kcpuasan Masyarakat dalam lingkup Dinas; I 
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·•. 
h. menyusun dan membuat Laporan Kinerja lnstans.i Pemerintah Dinas; 
1. mengoordinir penyuaunan Laporan Standar Pelayanan Minimal lingkup Dina1111; 
J. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkup Dlnas 

sehingga terwujud koon:linasi, integraai, sinkronisasi dan simplifikasi pelaksanaan kegiatan; 
k. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan, program, 

perencanaa.n, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dinaa; 
I. mengoordinasikan dan mclaksanakan pelayanan administrasi umum, 

kepegawaian dan hukum dalam lingkup Dinas; 
m. mengoordinasikan dan meJaksanakan pelayanan administrasi 

keuangan; 
n. menyelenggarakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, 

pemeliharaan dan penghapusan be.rang; 
o. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan 

tatalaksana; 
p. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan dalam lingkup Din as; 
q. mengoordinaaikan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi dalam lingkup Dinas; 
r. menyclenggarakan fungai Pejabat Pengclola lnformasi Dokumcntasi 

de.lam lingkup Dinu; 
s. mcnyusun laporan haail pelaksanaan tuga1 Sekretariat dan 

mcmberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kcbijakan; 

t. memfasilitasi pelaksanaan Siatem Pengendalian Intern Pemerintah 
de.lam lingkup Dinaa; 

u. menyusun Standar- Operasional Proaedur seauai rincian tugas dan 
melakukan evaluasi Standar Operasional Pro8Cdur dalam lingkungan dinas; 

v. mcnyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Rehabilitasi Sosial, 
Pembinaan Pendidikan Dasar, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan 
dan Jaminan Sosial; 

w. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah de.lam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Sosial; 

x. menilal kinerja Pegawar Aparatur Sipil Negara eesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

y. menyuaun laponm ha.ail pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

z. melakaanakan tug.as kedinasan lain yang diperintahkan ataaan seauai 
dengan bidang tugasnya. 

Para,vaf l 
Subbagian Program dan Keuangan 

Pa,aJ. 
(I) Subbagian Program dan Keuangan drpimpin olch Kepala Subbagian 

Program dan Keuangan mempunyai tugaa membantu Sekretaris dalam 
mengumpulkan bahan dan melakukan penyuaunan program, penye,Jian 
data dan penyusunan laporan dalaJn lingkup Dinas. 
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k. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan, program, 

perencanaa.n, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dinaa; 
I. mengoordinasikan dan mclaksanakan pelayanan administrasi umum, 

kepegawaian dan hukum dalam lingkup Dinas; 
m. mengoordinasikan dan meJaksanakan pelayanan administrasi 

keuangan; 
n. menyelenggarakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, 

pemeliharaan dan penghapusan be.rang; 
o. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan 

tatalaksana; 
p. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan dalam lingkup Din as; 
q. mengoordinaaikan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi dalam lingkup Dinas; 
r. menyclenggarakan fungai Pejabat Pengclola lnformasi Dokumcntasi 

de.lam lingkup Dinu; 
s. mcnyusun laporan haail pelaksanaan tuga1 Sekretariat dan 

mcmberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kcbijakan; 

t. memfasilitasi pelaksanaan Siatem Pengendalian Intern Pemerintah 
de.lam lingkup Dinaa; 

u. menyusun Standar- Operasional Proaedur seauai rincian tugas dan 
melakukan evaluasi Standar Operasional Pro8Cdur dalam lingkungan dinas; 

v. mcnyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Rehabilitasi Sosial, 
Pembinaan Pendidikan Dasar, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan 
dan Jaminan Sosial; 

w. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah de.lam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Sosial; 

x. menilal kinerja Pegawar Aparatur Sipil Negara eesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

y. menyuaun laponm ha.ail pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

z. melakaanakan tug.as kedinasan lain yang diperintahkan ataaan seauai 
dengan bidang tugasnya. 

Para,vaf l 
Subbagian Program dan Keuangan 

Pa,aJ. 
(I) Subbagian Program dan Keuangan drpimpin olch Kepala Subbagian 

Program dan Keuangan mempunyai tugaa membantu Sekretaris dalam 
mengumpulkan bahan dan melakukan penyuaunan program, penye,Jian 
data dan penyusunan laporan dalaJn lingkup Dinas. 
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tugaa; 

(3) Uraian Tugas Kepala Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sebaga.i pedoman dalatn pelaksanaan tug.as, 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan rnengevaJua.si pelak:,anaan tugas dalam 

lingkungan Oines untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

d. menyuaun rancangan, mengorekai, mcmaraf dan/atau menandatangani naakah dinaa; 
e. mengikuti rapat·rapat sesua.i bidang tugasnya; 
f. membantu Sekretaris merumuskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dines; 
g. menyusun dan membuat dokumen Laporan Kinerja Jnstansi Pemerintah Dinaa; 
h. menyusun laporan Standar Pelayanan Minimal hngkup Dinas; 
i. mengoordinasikan, menyiapkan bahan data dan infonnasi program 

den melakukan penyusunan perencanaan program dan kegiatan; 
j. menyiapkan bahan dan melakukan pernantauan dan evaluaai kinerja; 
k. mengumpulkan bahan dan rnenyusun laporan perjanjian kinerja dinas; 
I. mengumpulkan bahan dan menyuaun Rcncana Kinerja Ta.hunan dalam lingkup Dina.a; 
m. membantu Sekretaria menyiapkan bahan, menyuaun dan 

merumuskan Rcncana Kerja Anggaran dan Dokumen Pclaksanaan 
Anggaran lingkup Dinas, 

n. mengumpulke.n bahan, mengoordinasikan dan menyusun rencana 
kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, da.n 
rencana proyekai pendapatan scbagai bahan penyusunan anggaran Dinas; 

o. melakukan verifikasi kelengkapan administmsi penatausahaan keuangan Dinas; 
p. mengoordinaaikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan 

penerimaan keuangan dalam lingkup Dina,; 
q. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan dalam lingkup Din as; 
r. menyusun realisasi perhitungan anggaran dalam tingkup Dina.a; 
a. mengevaluaai pelaksanaan tugaa benda.hara.wan dalam lingkup Dinaa; 
t. mengumpulkan bahan, mengoord1na1ikan dan menindaklanjuti 

laporan has.ti pemerikaaan keuangan dalam hngkup Dinas; 
u. menyuaun laporan hasil pelaksanaan tugaa Subbagian Program dan 

Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan pcrumusan kebijakan; 

v. menyuaun Standar Operasional Prosedur aesuai rincw.n tugaa dan 
melakukan evaluaai Standar Operaaional Proeedur, 

w. melakaanakan monitoring, evaluaai dan pcngawasan pcnyelenggaraan 
kebijakan teknis di Bidang Subbagian Program dan Keuangan; 

x. menyusun laporan hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelensgare.an kebijakan teknis di Bidang Subbagian Program dan 
Keuangan; 

y. melakaanakan koordinasi dan konsultaai dcngan lembaga pemerintah 
dan non pemerintah dalam rangka pcnyelenggaraan urusan 
Pcmerintahan bidang Sosial; 

z. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara aesuai ketentuan 
Pcraturan PcrUndang-undangan, t 
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·•. 
aa.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepa.Ja Dinas dan 

membenkan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

bb. melak.sanakan tugas kedinaaan lain yang diperintahkan atasan eeeuat 
dengan bidang tuga.snya. 

Paragcaf2 
Subbagian Umum, Kepegawaian Dan Hukum 

Pasal 7 
(1) Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala 

Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum mempunyai tugas 
membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan 
urusan ketatausahaan, pelayanan infonnasi, adminiatrasi pengadaan, 
pemelihaman dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta 
mengelola administrasi kepegawaian dan hukum dalam lingkup Dina.s. 

(2) Uraian Tugas Kepa.Ja Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum 
scbagaimana dlm.aksud pada ayat (I) meliputi: 
a. menyuaun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepcgawaian dan 

Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mcngawaai dan mengevaluasi pelakaanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkemb&ngan pela.ksanaa.n 
tu gas; 

d. menyusun rancange.n, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; r. melaksanakan dan mengevaluasi pela.ksanaan Survey Kepuasan 
Masyarakat lingkup Dinas; 

g. membantu Sekretaris menyusun dan membuat Laporan Analisis 
Jabatan, Anal1sis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan; 

h. mendistribusikan dan mcmberi petunjuk pelaksanaan tugas eehingga 
berjalan lancar; 

i. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pe\aksanaan tugas dalam 
Jingkup Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum untuk 
mengetahui perkembangan pela.ksanaan tugas; 

j. menyusun rancange.n, mengoreksi dan memaraf naskah dinas dalam 
lingkup Dinas; 

k. melakukan peng.klasifikasian surat menu rut jenlsnya; 
I. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk 

dan keluar; 
m. melalrukan pengelolaan arsip naskah dinas da!am lingkup Dinas; 
n. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, 

pendistribusian, pemehharaan, inventarisasi dan penghapusan 
barang; 

o. menyiapkan bahan dan menyusun daftar mventarisasi be.rang sena 
menyusun laporan bamng inventaris; 

p. melakukan, menyiapkan dan mengoordinasikan penge\olaan urusan 
rumah tangga Dinas; 

q. menyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan dan melakukan 
evaluasi dalam lingkup Dinas; 

r. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, 
penyajian data dan informasi sena fasilitui pelayanan informasi dan 
pengaduan dalarn lingkup Dinas; ! 

·•. 
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s. �enyiapkan baha_n. mengoordinaaikan dan memfasilitasi pelabanaan 
S1stem �ngendahan Intern Pemerintah dalarn lingkup Dinas; 

t. mempereiepkan dan mengoordinasikan pelakaaanaan rapa.t dinas, 
UJ;>B-C&ra bendera, kehumaaan dan keprotokoleran dalam Ungkup Dmas; 

u. menyiapkan bahan, menghimpun dan menge!ola data kehadiran 
pcgawai; 

v. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi aurat tugas dan 
pcrjalanan dinas pegawai; 

w. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menfasi!itasi kegiatan organisasi dan tatalaksana; 
x. melaksanakan pengumpulan bahan Penilaian Mandiri Pelaksa.naan 

Refonnasi Birokrasi da!am lingkup Oinas; 
y. menyiapkan bahan dan mengclola administrasi kepegnwaian dalllln 

lingkup Dinas; 
z. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia 

apamtur dalam lingkup Oinaa; 
aa. menyiapkan bahan perumuaan kebijakan pembinaan, peningkatan 

kompetensi, disiplin dan keaejahteraan Aparatur Sipil Negara do.lam 
Ungkup Dines; 

bb. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan 
produk hukum di lingkup Dinas; 

cc. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklaajuti 
Japoran hasil pemeriksaan dalam hngkup Oinaa; 

dd. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Proseclur sesuai 
rincian tugas dan melakukan evaluaai Standar Operasional Prosedur 
dalam lingkup Dinas; 

ee. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknia di Bidang Subbagian Umum, 
Kepegawaian dan Hukum; 

ff. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Sosial; 

gg. menilai kinerja Pegawai Apara.tur Sipil Negara aesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

hh. menyusun laporan basil pelaksanaan tu gas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

ii. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Bagian Ketiga 
Bidang Rehabilitasi Sosial 

Pual 8 
(I) Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi 

Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugaa 
memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang 
rehabi!.itasi sosial yang meliputi kesejahteraa.n sosial anak, rahabilite.si 
orang dengan kecacatan dan lanjut usia serta rehabilita81 tuna sosial 
dan fakir miskin. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepa.Ja Bidang Rehabilitasi Soaial menyelenggarakan rungsi: 
a. penyuaunan kebijakan teknis dan penyclenggaraan program dan + kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial; I 

-- 
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t. mempereiepkan dan mengoordinasikan pelakaaanaan rapa.t dinas, 
UJ;>B-C&ra bendera, kehumaaan dan keprotokoleran dalam Ungkup Dmas; 
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x. melaksanakan pengumpulan bahan Penilaian Mandiri Pelaksa.naan 

Refonnasi Birokrasi da!am lingkup Oinas; 
y. menyiapkan bahan dan mengclola administrasi kepegnwaian dalllln 

lingkup Dinas; 
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b. pembinaan, pen.goordina.sian, pengendalian dan pengawasan tugas Bidang Rehabilitaai sosial; 
c. penyelenggaraan monitoring dan evaJuasi tugaa Bidang Rehabilit.aai SoaiaJ; dan 
d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugae dan fungsinya. 

(3) Uraian Togas Kepala Bidang Rehabilitasi SosiaJ eebagaimana dimaksud pada ayat (I) melrpuri ; 
a. menyuaun rencana kegiatan Bldang Rehabilitui SosiaJ sebe.gai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawaei dan mengevaluaai pelakaa.naa.n tugas da!am 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembe.ngan pelaksanaan tu gas; 
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; 
e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
r. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknia Bidang Rehabilitasi Soaial; 
g. menyelenggarakan kebijakan teknia Bidang Rehabilita.si Sosial; 
h. menyelenggarakan evaluaei dan pelaporan di Bidang Rehabilitasi Sosial; 
1. menyelenggarakan adminiatraai Bidang Rehsbilitaai Soaial; 
j. melakukan pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pengendalian 

kegiatan pelayanan, pengasuhan, perlindungan dan pengangkatan anak; 
k. mengoordinasikan kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan Rehabilitasi Disabilitas dan La.njut Uaia (lanaia); 
I. melakaanakan koordinaai, pengawaaan dan pengendalian kegiatan 

rehabilitasi tuna sosial, korban Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan 
Za.t Adiktif lain (NAPZAJ, Human lmmuno Deficiency Virus- Acquired 
/mmuno Defa:iency Syndrome (HIV-AIDS) dan Korban 
Penyalahgunaan Obat (KPO); 

m. melakaanakan koordinaai, pengawasan dan pengendalian kegiatan Tindak Kekeraaan dan Pekerja Migran; 
n. melakukan pelaksanaan administraai dan evaluasi pelaporan di 

bidang penanganan fakir misk:in; 
o. menyusun Standar Operaaional Proaedur aesuai rincian tugaa dan 

melakukan evaluasi Standar Operasional Proaedur; 
p. menyelenggara.kan monitoring, evaluaai dan pengawasan 

penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Rehabilitasi Sosial; 
q. menyusul laporan monitoring , evaluasi dan pengawaaan 

pelakaanaa.n penyelenggaraan kebijakan di bidang Bidang Rehabilitasi Sosial; 
r. menyelenggarakan koordinasi dan konsulte.ai dengan lembap 

pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan uruaan Pemerintahan bidang Sosial; 
s. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan Per 

Undang-undangan; 
t. menyusun laporan haail petakeenaan tugas Kepala Dina.a dan 

memberikan saran pertimba.ngan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebtjakan; dan 

u. melakaanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. t 
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Bagian Keempat 
Bidang Pemberdayaan Sosial 

Pa,aJ 9 
(I) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang 

Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinaa daJam 
melakaanakan pemberdayaan aoaial perorangan, ketuarga, kelembagaan 
maayarakat dan pengelolaan aumber dana sosial, pelestarian nilai 
kepetintisan, kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan !IOsial sert.a 
pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KA11 

(2) Untuk melakaanakan tugas sebqaimana dimakaud pada ayat (l),Kepala 
Bidang Pemberdayaan Sosial menyelengga.mkan fungai: 
a. penyusunan kebijakan teknia dan penye!enggaraan program 

kegiatan Bidang Pemberdayaan Soaial; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawaean tugas Bidang Pemberdayaan Sosial; 
c. penyelenggaraan monitoring dan evaluaai tugaa Bidang 

Pemberdayaan Sosial; dan 
d. Penyelenggaraan fungsi lain yang dibetikan oleh pimpinan seauai 

dengan tugas dan fungsinya. 
{3) uraren Togas Kepala Bidang Pemberdayaan Soaia.l sebagaimana 

dimakaud pada ayat (11 meliputi : 
a. menyuaun rencana kegiatan 81dang Pemberdayaan Sosial sebagai 

pedoman de.lam pelaksanaan tugaa; 
b. mendistribusikan clan membeti petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelakaanaan tugaa dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat eeeuer bidang tuga.snya; 
f. menyelenggarakan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Sosial; 
g. menyelenggarakan evaJuasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Soaial; 
h. menyelenggarakan adminiatrasi Bidang Pemberdayaan Sosial; 
1. menyelenggarakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian 

kegiatan pemberdayaan soaial perorangan, keluarga, kelembagaan 
maayarakat dan pengelolaan sumber dana l!IOs1al; 

J. melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendehan kegiatan 
pelestarian nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, 
kesetiakawanan sosiaJ dan restorasi sosial, 

k. menyelenggarakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian 
kegiatan Komunitas Adat Terpencil; 

I. menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai rincian tugas dan 
mela.kukan evaluasi Standar Operasional Prosedur; 

m. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknia di Bidang Pembcrdayaan Sosial; 

n. menyelenggarakan koordinaai dan konsultasi dengan lembaga 
pemetintah dan non pemerintah dalam rangka penyelcnggara.an 
urusan Pemetintahan bidang Sosial; 

o. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuru ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepa)a Dines dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan f perumusan kebijakan; dan 
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o. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuru ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepa)a Dines dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan f perumusan kebijakan; dan 
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Bagian Keempat 
Bidang Pemberdayaan Sosial 

Pa,aJ 9 
(I) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang 

Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinaa daJam 
melakaanakan pemberdayaan aoaial perorangan, ketuarga, kelembagaan 
maayarakat dan pengelolaan aumber dana sosial, pelestarian nilai 
kepetintisan, kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan !IOsial sert.a 
pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KA11 

(2) Untuk melakaanakan tugas sebqaimana dimakaud pada ayat (l),Kepala 
Bidang Pemberdayaan Sosial menyelengga.mkan fungai: 
a. penyusunan kebijakan teknia dan penye!enggaraan program 

kegiatan Bidang Pemberdayaan Soaial; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawaean tugas Bidang Pemberdayaan Sosial; 
c. penyelenggaraan monitoring dan evaluaai tugaa Bidang 
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d. Penyelenggaraan fungsi lain yang dibetikan oleh pimpinan seauai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 
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f. menyelenggarakan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Sosial; 
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J. melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendehan kegiatan 
pelestarian nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, 
kesetiakawanan sosiaJ dan restorasi sosial, 

k. menyelenggarakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian 
kegiatan Komunitas Adat Terpencil; 

I. menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai rincian tugas dan 
mela.kukan evaluasi Standar Operasional Prosedur; 

m. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknia di Bidang Pembcrdayaan Sosial; 

n. menyelenggarakan koordinaai dan konsultasi dengan lembaga 
pemetintah dan non pemerintah dalam rangka penyelcnggara.an 
urusan Pemetintahan bidang Sosial; 

o. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuru ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepa)a Dines dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan f perumusan kebijakan; dan 
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q. melaksa.nakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugaanya. 

Bagian Kehma 
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosia.1 

Pasal JO 
(1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepe..la Bidang 

Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala 
Dinas dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Perlindungan dan 
Jamman Sosial. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada a.ya! (I), Kepala 
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis clan penyelenggaraan program dan 

kegiatan di Bidang Per\indungan dan Jaminan Sosial; 
b. pembinaan, pengoord1nasian, pengendalian dan pengawasan tugas 

Bidang Perhndungan dan Jaminan Sosial; 
c. penyclcnggaraan monitoring dan evaluasi tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan 
d. penyelenggaraan fungsi lain yang dibcrikan oleh punpman seauai 

dengan tugas dan Iungsmya. 
(3) Unuan Togas Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I] meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendietnbueikan dan membcri petunjuk pelaksanaan tugas; 
e. memantau, mengawa11i dan mengevaluasi pelaksanaa.n tuga11 dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugas, 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. melaksanakan administrui Bidang Perlindungan dan Jaminan 

Sosial; 
g. melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan 

perlindungan 503ial korban bencana alam; 
h. melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan 

perlindungan sosial korban bencana sosial; 
,. menyelenggarakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian 

kegiatan ja.minan kesejahtera.an 110Sial keluarga; 
j. menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai rincian tugas dan 

melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur; 
k. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 

penyelenggaraan kebijakan tekms di Bidang Perlindungan dan 
Jaminan Sosial; 

I. menginventarisa.si dan mengkaji permasaJahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menytapken bahan petunjuk pemecahan 
masalah; 

m. menyelenggarakan koordinasi dan konaultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dala.m rangka penyelengga.raan 
urusan Pemerintahan bidang Sosial; 

n. menilai kinerja Pega.wai Apanltur Sipil Negara IICSUaJ ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 
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o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tuga.s Kepala Dinas dan 
membcrikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai ba.han perumuaan kebijakan; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tuga.snya. 

BAB V 
KELOMPOK JABATAN FUNOS!ONAL DAN PEIAKSANA 

Pasal 11 
II) Dinas Sosiai dapat membcntuk sejumlah kelompok jabatan fungsional 

dan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) melaksana.kan tugas sesuai dengan bidang jabatan 
fungsional dan pelaksana masing-masing berdasa.rkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan aistem kerja. 

BAB VI 
TATA KERJA 

Bagian Kesatu 
Pelaksanaan Tugas dan F'ungsi 

Pasal 12 
(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dsn fungsinya berdssarkan 

kebljakan umum yang drtetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat 
Fungsional, dan Pelaksana dalam lingkup Dinas melaksanakan tugas 
dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, 
sinkronisasi, simphflkasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas 
dan efisiensi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang·Undangan; 

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, daJam 
lingkungan Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan 
instansi pemerintah/swasta terkait dalarn rangka meningkatkan kinerja 
dan memperlancar pelaksa.naan tugas dan fungsi Dinas. 

Bagian Kedua 
Pengendalian dan Evaluasi, serta Pelaporan dan Pengawasan 

Pasal 13 
(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian dalam 

lingkungan Dinaa dalam melakaan.akan tugasnya, melakukan 
pengendalian dan evaluas.i serta melaksanakan rapat koordinasi aecara 
berkala dan/atau sesuai kebutuhan; 

(21 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat 
Fungsional, dan Pelaksana dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi 
petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan Japoran secara 
berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan 4 masing-mas:ing; 

I 
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o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tuga.s Kepala Dinas dan 
membcrikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai ba.han perumuaan kebijakan; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tuga.snya. 

BAB V 
KELOMPOK JABATAN FUNOS!ONAL DAN PEIAKSANA 

Pasal 11 
II) Dinas Sosiai dapat membcntuk sejumlah kelompok jabatan fungsional 

dan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) melaksana.kan tugas sesuai dengan bidang jabatan 
fungsional dan pelaksana masing-masing berdasa.rkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan aistem kerja. 

BAB VI 
TATA KERJA 
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Fungsional, dan Pelaksana dalam lingkup Dinas melaksanakan tugas 
dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, 
sinkronisasi, simphflkasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas 
dan efisiensi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang·Undangan; 

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, daJam 
lingkungan Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan 
instansi pemerintah/swasta terkait dalarn rangka meningkatkan kinerja 
dan memperlancar pelaksa.naan tugas dan fungsi Dinas. 

Bagian Kedua 
Pengendalian dan Evaluasi, serta Pelaporan dan Pengawasan 

Pasal 13 
(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian dalam 
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pengendalian dan evaluas.i serta melaksanakan rapat koordinasi aecara 
berkala dan/atau sesuai kebutuhan; 

(21 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat 
Fungsional, dan Pelaksana dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi 
petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan Japoran secara 
berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan 4 masing-mas:ing; 
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o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tuga.s Kepala Dinas dan 
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(31 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang. Kepala Subbagian dan dalain 
lingkungan Dinas melaksanaka.n pengawasan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
KETENTUAN PERAUHAN 

Pua! 14 
Ketentuan yang mengatur sub koordinator da1am Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
F'ungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Serita Daerah Kabupaten Pinrang 
Tahun 2021 Nomor 53), tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya 
peraturan bupati tentang sistem kerja pada pemerintah daerah. 

BABVI 
KETENTUAN PENUTIJP 

Pasal 15 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 
53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan FUngsi 
serta Tata Kerja Dinas Sosial (Serita Daerah Kabupa.ten Pinrang Tahun 2021 
Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 16 
Peraturen Bupati ini mulai berlaku pada tangga.1 diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Pinrang. 

Ditetapkan di Pinrang 
pada Tangga.1, 
BUPATI PINRANG 

Diundangkan di Pinrang 
pada Tanggal, 
SEKRETARJS OAERAH KABUPATEN PINRANG 

BU A A 

SERITA DAERAH KABUPATEN PINRANO TAHUN 2023 NOMOR 
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Tahun 2021 Nomor 53), tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya 
peraturan bupati tentang sistem kerja pada pemerintah daerah. 

BABVI 
KETENTUAN PENUTIJP 

Pasal 15 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 
53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan FUngsi 
serta Tata Kerja Dinas Sosial (Serita Daerah Kabupa.ten Pinrang Tahun 2021 
Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 16 
Peraturen Bupati ini mulai berlaku pada tangga.1 diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Pinrang. 

Ditetapkan di Pinrang 
pada Tangga.1, 
BUPATI PINRANG 

Diundangkan di Pinrang 
pada Tanggal, 
SEKRETARJS OAERAH KABUPATEN PINRANG 

BU A A 

SERITA DAERAH KABUPATEN PINRANO TAHUN 2023 NOMOR 
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